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Menimbang

BUPATI BANGKA BARAT

PROVINSI KEPULA.UAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMORa0TAHUN 2022

TBN'TANG

SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BANGKA BARAT

DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA trSA

BUPATI BA1VGKA BARAT,

bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencana.an,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangun.an,
perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses,
dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksarma,
terintegrasi, dan berkelanjutan;

a

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2l ayat (s), peisal

22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) peraturan presircen

Nomor 39 Tahun 2olg tentang satu Data Indonesia,
mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai
walidata tingkat Daerah dan walidata pendukuLng,

produsen Data tingkat Daerah serta sekretariat satu
Data In'lenssi. tingkat Daerah diatur dalam peraturan

Kepala l)aerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimiana

dimaksr-ld dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapJ<an

Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia
Kabupaten Bangka Barat;

C



Mengingat 1, Pasal 18 ayat (

Indonesia Tah

Undang-Undang Dasar Negara Republik

7945;

6)

2 undang-undang Nomor 16 Tahun Lggr tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tgg7
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesra Nomor 3633);

Undang-Undang Nomor 2T Tahun 2000 tentang
Pembenrtukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZTJOO

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesj,ia Nomor a033);

4. undang-undang Nomor s rahun 20og tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka selatan, KabupaLten

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan
Kabupaten Belitung Timur di provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Neg;ara

Republik Indonesia Nomr a26Sl;

5. undang-undang Nomor 2s rahun 20o4 tentang sisrrem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Neg,ara

Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442t);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O0g tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 4s4s)
sebagaimana telah diubah dengan undang-undrang
Nomor 19 Tahun 2arc tentang perubahan atas undang-
undang Nomor 11 Tahun 2oo8 tentang Informasi <lan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zarc Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

J



7 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aSa6l;

8. Undang-Undang Nomor ZS Tahun ZOO? Terntang

Pelayanan Fublik (Lembaran Negara Republik Indo,nesia
Tahun 2ao9 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 50SB);

9. undang-undang Nomor 4 Tahun 2atL bntang Infornasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oL7 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor S2l4);

10. undang-undang Nomor 2s rahun zaru tentang
Pemerintahan, Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zot4 Nomor 244, Tarnbahan Lemb,aran
Negara Repub[ik Indonesia Nomor ssgT), sebagairnana
telah beberapa kaii diubah terakhir dengan undtang-
Undanlg Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan K,edua
atas undang-undang Nomor zs rahun 2or4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep,blik
Indonesia Tahun 201s Nomor sB, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56T9);

11. Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan statistik (Lembaran Negara Repurbiik
Indonesia Tahun Lggg Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3g5a);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tarrun zotg tentang
Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektrr:nik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or9
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 64"00);



13. Peraturan Presiden Nomor 2T Tahun 2Ql1 tentang

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 78);

L4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2OL9 tentang Satu

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Al9 Nomor Ll2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA

KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten ada-lah Kabupaten Bangka Barat

2, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretagis Daerah Kabupaten Bangka Barat
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati d.an Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

6. Instansi Vertikal adalah peraogkat Kernenterian dan/atau Lembrags

Pemerintah non Kementerian yang mengurLrs urusan Pemerintahan yang

tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam

rangka dekonsentrasi.

7. Badan Pusat Statistik y€ulg selanjutnya disingkat BPS adalah Lemb,ags

Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang sec)ara

struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki
kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi
Vertikal di Daerah.

B. Dinas Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat
DPUPR adalah Pengelola simpul jaringan Kabupaten dalam jaringan
informasi geospasial.



9. Badan Perencanaan Pemtungunrln dan Penelitian Pengembangan Dae rah

yang selanjutnya disi:ngkat np+O adalah Badan Perencania"an

Pembangunan Daerah Kabupateni Bangka Barat.

10. Dinas Komunikasi dan Informa[ika yang selanjutnya dising;kat

DISKOMINF0 adalah Dinas Kqmunikasi dan Informatika KabupaLten

Bangka Barat.

11. Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Barat adalah kebijakan tata kelola

data pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menghasillkan

data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabl.an,

serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan

Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata,

interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

l2.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka,

karakter, simboi, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, sua-ra, danf el1au

bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan

suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

13. Data Statistik ada-lah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri

khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan,

pengolahan, penyajian, dan analisis.

14. Statistik Sektoral adaiah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka

penyelenggaraar, tugas-tugas pemerintah dan pembangunan Jrang

merupakan tugas pokok perangkat daerah yang ber"sangkutan.

15. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau

ukuran, dan/atau karakteristik obiek alam d.anlatant buatan manusia

yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

16. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang traku

untuk meriggarnbarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan

pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

ls.Interoperabiiitas Data adalah kernampuan Data untuk dibagipakaikan

antar sistem elektronik ymg saling berinteraksi.

19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau

menggarnbarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan

identitas Data yang bersifat unik.



20. Data Induk adalah Data yang mereprcsentasikan objek dalam proses
bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan darlam
Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.

21. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang
akan dikumpulkan pada tahun qelanjutnya yang disepakati dalam Forum

22. Forurl: Satu Data Indonesia tingftat Daerah adalah wadah komunikasi dan
koordinasi Perangkat Dat:rah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia

23. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Barat adalah media tragi-
pakai Data yang dapat cliakses melalui pemanfaatan teknologi inforrnasi
dan komunikasi.

Z4,Pembina Data tingkat Daerah adalah instansi vertikal yang melaksanaLkan
fugas pemerintahan di birJang statistik di daerah.

25. Walidata tingkat Daerah adalah ,unit Dinas pada perangkat Daerah ),ang
melaksanakan kegiatan pengumpuran, pemeriksaan, dan pengeloJlaan

Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Dia.ta.

26.Walidata Pendukung adalah perangkat daerah yang melaksana,kan
kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data ).ang
membantu walidata tingkat Daerah.

27. Produsen Data tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai der:Lgan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daeralr, perseorangan,
kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Barat dimaksud.kan

untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan pleh

Perangkat Daerah untuk mendukung persncanaan, pelaksanaan, evalruasi

dan pengendalian pembangunan.

(2) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Barat bertujuan
untuk:



a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daer:ah

dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukr-rng

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunarl;

b. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, da'pat

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan an.tar

Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evalua"si,

dan pengendalian pembangunan;

c. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta

perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbersis

pada Data; dan

d. Mendukurrg sistem

perundangundangan.

statistik nasional sesuai peratu:ran

BAB III

PRINSIP SATU DATA KAtsUPATEN BANGKA BARAT

Bagian Kesatu
i

Urnum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Barat harus dilakukan berdasarlkan

a. Data yang dihasilkan o1eh. Produsen f)ata tingkat Daerah harus memenuhi

Standar Data;

b. Data yang dihasilkan olelh Produsen Data tingkat Daerah harus memiliki

Metadata;

c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memen.uhi

kaidah Interoperabilitas Data; dan

d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus

menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Dua

Standar Data

Pasal 4

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi

Standar Data.

(2) Standar Data sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) terdiri atas :

a. Konsep;

b. Delinisi



c. Klasifikasi;

d. Ukuran; dan

e. Satuan

(3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang
mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

(4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b merupakan
penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara
jelas arti dan cakupan data tertentu dengan Data yang lain.

(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c merupakan
penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori
berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Daerrah

atau dibakukan secara luas

(6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan r-rnit

yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
(7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaLran

tertentu dalam data yang digunakan sebagai stand.ar untuk mengu.kur
atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

Seiain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan
karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut sesuai
peraturan perundang-undangan.

Metadata

Pasai 6

(1) Data yang dihasilkan oletr Produsen Data tingkat Daerah harus dilenglcapi

dengan Metadata.

(2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format
yang baku.

(3) Struktur yang baku sebeLgaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk p,ada

bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.

(4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat {21 merujuk pada

spesifikasi atau standar teknis dari Metadata

Bagian Ketiga



Pasal 7

Struktur yang baku dan forreat yang baku untuk Data yang berlaku lintas
Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 8

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memen'uhi
kaidah Interoperabilitas Data.

(2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Data harus :

a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi
penyajian, dan semantik / artihilasi keterbacaan; dan

b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima

Kode Referensi dan Data Induk
Pasal !)

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggur-latr<an

Kode Referensi rlan/atau Data Induk yang telah dibahas clalam Forum Siatur

Data Indonesia tingkat pusa[.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BANGKA BAR{T
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Barat dilaksanakan
oleh :

a. Pembina;

b. Walidata tingkat Daerah;

c. Walidata Pendukung; dan

d. Produsen Data tingkat daerah.



Bagian Kedua

Dewan pengarah

Pasal 1 1

(1) Dewan Pengarah mempunyai tugas :

a. Mengoordinasikan dan mengtapkan kebijakan terkait Satu Data
Indonesia tingkat daerah;

b. Mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah;
c. Melakukan pemalltauan dan evaluasi pekasanaan Satu Data Indonr:sia

d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan
pelaksanaan Satu Dat, Indonesia tingkat daerah; dan

e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia ting;kat
daerah kepada Bupati.,

(2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Bupati Bangka Barat;

b. Wakil Bupati Bangka I3arat;

c. Sekretaris Daerah Kabupaten Rangka Barat; dan

d. Anggota terdiri Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga

Pembina Data Tingkat Kabupaten

Pasal 12

(1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas :

a. Menetapkan Stand"ar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah;

b. Menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari metaclata

yang berlaku lintas Perangkat Daerah;

c. Memberikan rekomendasi dalarn proses perencanaan pengumpulan

Data; dan

d. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas; dan

e, Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Pembina Data sebagaimana dimaksu<l pada ayat (1) meliputi :

a. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah BPS Kabupaten Bangka

Barat.

b. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah DPUPR.



Bagian Keempat
Walidata tingkat Kabupaten dan Walidata Pendukung tingkat Kabupaten

Pasal 13

(1) V/alidata tingkat Daerah mempunyai tugas :

a' Mengumpulkan dan memeriksa kesesuaian Data yang disampai.kan
oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data
Indonesia;

b' Menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia;
dan

c' Membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina produ.sen

Data tingkat Daerah.

(2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan
oleh DISKOMINFO

(3) walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu
oleh Walidata Pendukung tingkat Daerah yang berkedudukan dalam
Perangkat Daerah.

(4) walidata Pendukung tinglcat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
adalah Kepala Perangkat ,)aerah di lingkungan pemerintah Daerah.

(5) Tugas Walidata pendukur..g adalalr :

a' Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh produsen Datl di
lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data
Indonesia; dan

b. Membantu Watidata tingkat daerah dalam menyebarluaskan Data dan
Metadata di Portal Satu Data Indonesia.

(6) Dalam melakasanakan tugas, Walidata tingkat daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim Pengelolaan d.ata statistik
sektoral Daerah dan tim Pengelolaan data geospasial Daerah yang
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

, Bagian Kelima

Produsen Data tingkat Kabupaten

Pasal 14

(1) Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas :

a. Memberikal masukan kepada Fernbina Data tingkat Daerah mengenai
Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;

b. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan



c. Menyampaikan Data be serta Metadata kepada Walidata tingkat

Daerah.

(2) Produsen Data tingkat Daerah ,sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data

berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peratu;ran

perundangundangan.

(3) Produsen Data tingkat Daerah bertangungjawab atas kelengkapan,

akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
(4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat mengusulkan petugas admin untuk
tergabung dalam tim Pengeloiaan data statistik sektoral Daerah dan tim
Pengelolaan data geospasial Daerah.

Bagian Keenam

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah

Pasal 15

(1) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah dan Walidata
pendukung tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui
Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

(2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kep,a]a

BP4D.

(3) Forum satu Data Indonesia tingkat Kabupaten terdiri atas:

a. Dewan Pengarah tingkat Kabupaten;

b. Pembina Data tingkat Kabupafen;

c. Walidata tingkat Kabupaten; dan

d. Walidata pendukung tingkat Kabupaten;
(4) Forum Satu Data Indonesria tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasraya

dapat menyertakan Prodrrsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain
yang terkait, termasuk sel,ain pemerintah.

(5) Forum Satu Data Ind.onesia

berkoordinasi dalam rangka

tingkat Daerah berkomunikasi clan

menyelesaikan permasalahan terkait
penyelenggaraan satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Barat.

(6) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemgan
koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

(7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemqan
koordinasi, khususnya pada pengambilan kesepakatan, koordinaLtor

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Bupati,



(8) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah ditetapkan lcbih
lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagia4 Ketujuh
kretariat Satu Data kldonesia tingkat Kabupaten

Papal n6
i

(i) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya
dibantu oleh sekretariat satu Data Indonesia tingkat Daerah.

(2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mempunyai tugas :

a. Memberikan dukungan dan peiayanan teknis operasional dan
ad.ministratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah;

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu trata
Indonesia tingkat Daerah.

(3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat ex-officio, yang
secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan
pada BAPPEDA Kabupaten Bangka Barat selaku Perangkat Daerah yang
melaksanakan tugas pemeriutahan di Bidang Perencanaan pembangu:nan

Daerah.

BAts V

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas:

a. Perencanaan Data;

b. Pengumpulan Data;

c. Pemerikasaan Data; dan

d. Penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penent"uan

daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.



(2) Dalam menrusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayar (1),

Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukal sesiuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya

dilakukan dengan menghindari duplikasi.

(2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya

a. Arsitektur sistem pemerintah berbasis elektronik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundapg-undangan;

b. Kesepakatan Forum Srtu Data Indonesia tingkat Daerah; dan/atau
c. Rekomendasi PembineL Data tingkat Daerah.

(3) Daftar Data yang akan dilrumpullian memuat :

a. Produsen Data untuk masing,rmasing Data; dan
b. Jadwal rilis dan/atau pemuktahiran Data.

(4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar
perrrcanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan

kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peratuLran

perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan

dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.

(2) Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup :

a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;

b. PenJrusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;

c. Kegiatan terkait pengumpulan Data;

d. Kegiatan terkait pemeriksaan Data;

e. Kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan /atau
f. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan

prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 2 1

(1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Bierat

melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.



(2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau

pencapaian rencana aksi Sa

Bupati secara berkala.

Data Indonesia dan meiaporkan kepada

Bagran Ketiga

Pengqmpulan Data

Pasal 22

(1) Produsen Data tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data Sesuai

dengan:

a. Standar data;

b. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indorresia;

dan

c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disertai

dengan metadata. 11

(3) Pengumpulan data oleh produsen data tingkat Daerah dilakukan oleh

admin pengelola data statistik sektoral di masing-masing Perangkat
Daerah.

Pasa,l 23

(1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah

disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah.

(2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :

a. Data yang telah dikumpulkan;

b. Standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 24

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah d,iperiksa
kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walid.ata tingkat
Daerah.

(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Dar:rah
belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat
Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat
Daerah.

tu



(3) Produsen data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksia,an

sebagaimana dimaksud pada aya-t (1) dalam jangka waktu yang ditentul<an

oleh Walidata tingkat daerah.

Pasal 25

(1) Data Prioritas yang dihasilkan, oleh Produsen Data tingkat Daerah

diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh

Walidata tingkat Daerah.

(2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperiksa kembali oleh Pernbina Data tingkat Daerah.

(3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat

Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina D,ata

Tingkat Daerah mengemloalikan iData tersebut kepada Walidata tingkat

Daerah.

(4) Walidata tingkat Daerah menyarnpaikan hasil pemeriksaan Pembina D,ata

tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen

Data tingkat Daerah.

(5) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Bag;ian

Kelima Penyebarluasan Data

Pasai 26

(1) Penyebarluasan Data rnerupakan kegiatan pemberian akses,

pendistribusian, dan pertukaran Data.

(2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah.

(3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan

media iainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses :

a. Kode referensi;

b. Data induk;

c. Data;

d. Metadata;

e. Data prioritas; dan

f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(5) Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh DISKOMINFO.



Pasal ?7
(1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada pengguna Data.
(2) Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat Daerah dapat

mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu lData
Indonesia tingkat Daerah.

(3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibiahas
dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

(4) Hasil pemhahasan sebagaimana dimaksud pader ayat (3) disampaikan
kepada Kepala BP4D selaku Koordinator Forum Satu Data tingkat Daerah.

(5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimalcsud
pada ayat (2).

(6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indorresia
dilaksanakan oleh :

a. walidata tingkat Daerah untuk pengguna Data pada perangkat
Daerah; dan

b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppID) atau pejabat.,rang
bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasiian,
penyediaan, danf ate"u pelayanan informasi kepada publik untuk
Pengguna Data di luar perangkat Daerah.

(7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah ,Cata

yarrg sifatnya harus dirahasiakan darr dilindungi oleh peraturan

Perundang-Undangan.

Pasai 28
Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat d.ial<ses

melalui Portal satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 29

(1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data
Indonesia Kabupaten Bangka Barat tidak dipungut biaya.

(2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di portal

Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Barat tidak memerlukan
dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen
surat pernyataan.

(3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan serruai

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



BAB VI

PENDANAAN

Pasatr 30
segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan Bupa.ti ini
dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan,/41s1,
sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perun6ang-
undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasa_l 3l
(1) Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat

pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses
data, dan/atau pemanfaatan Data. yang sudah ada pada saat rnurai
berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memp,nyai
kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama I (satu)
tahun terhitung sejak tanggai diundangkannya peraturan Bupati ini.

(2) Sistem informasi pengelolaan data statistik Daerah yang sudah ada, nrasih
tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Indorresia
Kabupaten Bangka Barat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Bupati ini murai Lrerlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinYa,

Bupati ini dengan PenemPa [annYa

Barat

Diundangkan di Muntok

pada

ryrernerintahkan pengundangan Peratrrran

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka

Diundangkan di Muntok

pada tanggall* ft/No*r Z OZZ

GKA BAFIAT,

zt y<$won' 2022

DAPRAH KABUPATEN BANGKA BARAT,

SOLEH

BUPATI

1'/
a

H
(A,


